
BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURA}I BUPATI BARITO TIMUR
IYOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PEIYDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

:1; i:r# H.;i#il,H-;:'T;:""#,i:r-ffi ::
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2OLL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersurnber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang― Undang  Nomor  5  Tahun  2002  tcntang

Pcmbcntukan Kabupaten Katingan, Kabupatcn Scruyan,

Kabupatcn Sukamara, Kabupatcn Lamandau, Kabupatcn

Gunung ⅣIas,Kabupatcn Pulang Pisau,Kabupatcn IⅥurung

Rttra dan Kabupaten Barito Tiintlr di Provinsi Kalimantan

Terlgall(Lernbaran Ncgara Republik lndoncsia Tahun 2002

Nomor 18,Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndonesia

Norlor 4180);

Undang― Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Kcuangan

Ncgara(Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Tahun 2003

Nornor 47,Tambahan Lcrllbaran Negara Rcpublik lndoncsia

Nornor 4286);
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3. Undang― Undang  Nomor  l  Tahun  2004  tentang

Pcrbcndaharaan  Ncgara  (Lcmbaran  Ncgara  Republik

lndoncsia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lcmbaran

Ncgara Rcpublik lndonesia Nomor 4355);

Undang一 Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tcntang

Pemeriksaan Pcngclolaan dan TanggunttaWab Kcuangal■

Ncgara(Lcmbaran Ncgara Republik lndonesia Tahun 2005

Nolnor 66,Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia

Nornor 4440);

Undang― Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang

Pcriinbangan Keuangan antara Pcmerintah Pusat dan

Dacrah(Lcmbaran Ncgara Republik lndoncsia Tahun 2004

Nomor  126,  Tambahan  Lcmbaran  Ncgara  Rcpublik

lndoncsia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pcngclolaan Keuangan Badan Pelttanan Umum (Lcmbaran

Ncgara Rcpublik lndoncsia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor

4502) scbagailnana  telah  diubah  dengan  Pcraturan

Pelnerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Pcraturan Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005 tcntang

Pcngelolaan Keuangan Badan Pclayanan Umum (Lcmbaran

Ncgara Republik lndoncsia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Nomor

5340);

Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perilnbangan(Lcmbaran Negara Rcpublik lndoncsia Tahun

2005 Nomor 137, Tarnbahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik

lttdo■csia No理 or 4575);

Pcraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan  Keuangan  dan  Kinctta  lnstansi  PemcFintah

(Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Tahun 2006 Nomor

25,Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndonesia Nornor

4614);
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9, Pcraturan Pemcrintah Nomor 5 Tahun 2009 tcntang

Bantuan Kcuangan Kepada Partai Politik(Lcmbaran Ncgara

Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan

Lcmbaran  Ncgara  Republik  lndonesia  Nomor  4972)

scbagailnana tclah diubah dcngan   tentang Pcraturan

Pcmcrintah Nomor  l  Tahuln 2018 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2018 Nomor l, Tambahan Lcmbaran

Negara Rcpublik lndonesia Nomor 6177);

Pcraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pcngclolaan Kcuangan Dacrah(Lembaran Ncgara Republik

lndonesia Tahun 2019 Norllor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndoncsia Norl■ or 6322);

Pcraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Dacrah(Lembaran Ncgara Republik lndoncsia Tahun 2012

Nolnor 5,Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik lndonesia

Nornor 5272);

Peraturan l1/1cntcri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006

tentang   Pedoman   Pcngelolaan   Kcuangan   Daerah

scbagairnana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan

Pcraturan Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 21 Tahun 2011

tcntang Perubahan kcdua atas Pcraturan Mcntcri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan

Keuangan DaeFah(Berita Ncgara Rcpublik lndonesia Tahun

201l Nornor 310);

Pcraturan Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bcrsumber dari Anggaran Pcndapatan dan Bclatta

Dacrah (Bcrita Negara Rcpublik lndoncsia Tahun 2011

Nomor 450) scbagailnana telah bcbcrapa kali diubah

tcrakhir dcngan Pcraturanヽ 〔enteri Dalam Negcri Nomor 123

Tahun 2018 tcntang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Mcnteri Dalarn Negcri Nomor 32 Tahun 201l tentang

Pcdoman Pembcrian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bcrsumber dari Anttaran Pendapatan dan Bclatta Dacrah

(Berita Negara Republik lndoncsia Tahun 2019 NomoF 15);
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2.

3.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalarn Pcraturan Bupatiini yang dilnaksud dcngan:

1. Pcmcrintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah'

Bupati adalah Bupati Barito Timur.

Keuangan Daerah adaiah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan ditetapkan dengan Feraturan Daerah'

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai

tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara

Umum Daerah.

Kepaia Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD dapat

menunjuk atau memberikan tugas seLragain atau seluruhnya sebagai PPKD

kepada Pejabat lain dilingkup PPKD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan

APBD.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat

BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Barito Timur.

Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD yang selanjutnya disingkat RKA-

BPKAD adalah rencana kerja dan anggeLrarr Badan selaku Bendahara Umum

Daerah.

4.
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14.

Rcncana Ketta dan Anggaran SKPD yang sclattutnya disingkat RKA― SKPD

adalah dokumcn pcrcncanaan dan pcnganggaran yang bcrisi program,

kcgiatan dan anggaran SKPD.

Doktlmcn Pelaksanaan Anggaran PPKD yang sclal■ 」utnya diSingkat DPA―

PPKD adalah Dokumcn pelaksanaan Anggaran BPKAD sclaku Bcndahara

Umurn Dacrah.

Dokumcn pclaksanaan anggaran SKPD yang sclanJutnya disingkat DPA―

SKPD l■■crupakan dokumen yang memuat pcndapatan dan bclaltta sCtiap

SKPD yang di gunakan scbagai dasar pclaksanaan olch pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atatl jasa dari Pcmerintah Daerah

kcpada Pcmerintah pusat atau Pcmerintah Dacrah lain,Badan Usaha ⅣIilik

Ncgara/Badan USaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi

kcmasyarakatan yang bcrbadan Hukurn lndoncsia, yang sccara spcsifik

tclah ditetapkan pcrtlntukannya, bcrsifat tidak、 vajib dan tidak mengikat,

serta tidak secara tcrus mcncrus yang bcrtu」 uan untuk mcnuttang

penyelenggaraan urusan Pemcrintah Dacrah.

Bantuan sosial adalah pembcrian bantuan berupa uang/barang dari

pcmerintah  Daerah  kepada individu,  kcluarga,  kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak sccara terus mencrus yang sclcktif yang

bertuJuan untuk lnclindungi dari kcmungkinan tcttadinya resiko sosial.

Resiko sosial adalah kttadian atau peristiwa yang dapat menirnbulkan

potcnsi  tettadinya  kcFentanan  sosial  yang  di  tangg■■ng  olch

individu,kcluarga,kelompok dan masyarakat sebagai dampak krisis sosial.

Krisis ckonorl■i, krisis politik,fcnomcna alarll dan bcncana alam jika tidak

dibcrikan belatta bantuan sosial akan semakin tcrpuruk dan tidak dapat

hidup dalam kondisi waar.

Naskah Pettanjian Hibah Dacrah selan」 utnya disingkat NPHD adalah

naskah pettal■」ian hibah Dacrah yang bersun■ ber dari Anggaran Pcndapatan

dan Bclatta Daerah antara Pcmcrintah]Dacrah dan pcncrilna hibah.

Organisasi kcmasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota

masyarakat、アarga Negara Republik lndonesia sccara suka rcla atas dasar

kcsanlaan kcgiatan, profcsi, fungsi, agama, dal■  kepcrcayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa,untuk berpcran serta dalam pcmbangunan dalam

rangka lrlencapai tttuan nasional dalan■ 、vadah Negara Kcsatuan Republik

lndoncsia.
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BAB II

RUANO LINGKUP

Pasa1 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pcraturan Bupati ini rncliputi pelaksanaan dan pcnatausahaan,

pclaporan dan pcrtanggunttaヽ Vaban serta monitoring dan cvaluasi pembcrian

hibah dan bantuan sosial yang bcrsumbcr dari Anggaran Pendapatan dan

Bclatta Dacrah.

Pemerintah daerah

daerah.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasa1 3

membe三kan Hibah sesuai

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seteiah

memprioritaskan pemenuhan beianja urusan wajib dan belanja urusan

pilihan.

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk

menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah

sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya

fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk

masyarakat.

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria

paling sedikit :

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, atau tidak terus menerus setiap

tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan; dan

d. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

kemampuan keuangan
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Pasal 4

Hibah dapat diberikan kePada :

Pemerintah;

Pemerintah Daerah lainnYa;

Badan usaha Miiik Negara atau Badan usaha Milik Daerah; dan

Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berada di wilayah

Kabupaten Barito Timur yang berbadan hukum indonesia.

Pasa1 5

Hibah kcpada pemcrintah scbagailnana dirnaksud dalam pasa1 4 huruf a

dibcrikan kepada Pcmcrintah Pusat;

Hibah kcpada Pcmcrintah Dacrah lainnya scbagairnana dirnaksud dalam

pasa1 4 huruf b dibcrikan kcpada Pcmcrintah Dacrah lainnya di luar

Kabupatcn Barito Tilnur;

Hibah kcpada Badan Usaha Milik Ncgara atau Badan Usaha 1/1ilik Dacrah

scbagairnana dirnaksud dalam pasa1 4 huruf c diberikan kepada Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Dacrah untuk lncnuttang

pcncapaian  sasaran  program  kegiatan  Pemerintah  Dacrah  dcngan

memperhatikan asas keadilan,kepatutan,rasionalitas,dan n■ anfaat untuk

masyarakat dengan rncmperhatikan kcmampuan keuangan dacrah;

Hibah kepada badan, lcmbaga diberikan kcpada kclompok orang yang

merrliliki kegiatan tertcntu dalarn bidang pcrekonornian, pendidikan,

kcschatan,keagamaan,kcscnian,adat istiadat dan kcolahragaan.

Hibah kcpada organisasi kcmasyarakatan sebagailnana dilnaksud dalam

pasa1 4 huruf d diberikan kcpada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk

berdasarkan peraturan perundang― undangan.

Hibah kepada masyarakat dibcrikan kepada kclompok orang yang mell■ iliki

kcgiatan tcrtentu dalan■  bidang perckonorrlian, pcndidikan, keschatan,

keagalnaan,kcsenian,adat istiadat,dan keolahragaan non profcsional.

Pasal 6

(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat {4} diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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a. memiliki kepengurLlsan di daerah domisili;

b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau

sebutan lainnYa; dan

c. berkedudukan ,Lalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah

d,anlatau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah

administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian

sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

{Z) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagairrrana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan

hak asasi manusia;

b. bekedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang

bersangkutan dan ;

c. memiliki secretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasa1 7

(1) PCmerintah Pusat,Pemcrintah Dacrah Lainnya,Badan Usaha lⅥ ilik Ncgara

atau Badan Usaha ⅣIilik Dacrah, badan dan lernbaga, serta Organisasi

Kcmasyarakatan  scbagairnana  dirnaksud  dalarn  Pasa1  4  dapat

mcnyampaikan usulan hibah sccara tertulis kcpada Bupati.

(2) Bupati rnenuttuk Perangkat Dacrah tcrkait untuk lnclakukan verifikasi dan

cvaluasi usulan scbagailnana dilnaksud ttat(1).

(3) Kepala SKPD tcrkait sebagaimana dirnaksud勢 「at(2)rnenyampaikan hasil

rekomcndasi kepada Bupatilnelalui TAPD.

Pasal 8

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

t2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai Peraturan

Perundang-undangan.
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Pasal 9

Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung,

jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

OLryek Lrelanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliPuti :

a. pemerintah Pusat;

b. pemerintah Daerah LainnYa;

c. badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; atau

ci. badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berada di wilayah

Kabupaten Barito Timur yang berbadan Hukum.

Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja

langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang

diuraikan kedaiam jenis belanja barang dan jasa, obyek beianja hibah

barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dicantumkan nama penerima hibah.

Rincian Obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2}

dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Daa Penatausahaan

Pasal 1O

Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa barang atau jasa bedasarkan atas

DPA-SKPD.

Calon penerima hibah melengkapi persyaratan pengajuan dokumen yang

telah ditetapkan BPKAD untuk Hibah.

Pasal 11

(1) Mekanisme Penyaluran Hibah melalui tahapan sebagai berikut :

a. Pemohon mengajukan Permohonan Pencairan Hibah kepada Bupati

sesuai dengan hasil tim verifikasi pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah

Kabupaten Barito Timur;

(3)

(4)

(5)

１

　

２

(3)



b.Kepala BPMD mcneliti kclcngkapan pcnyaluran, jika masih ada

kckurangan dan menlinta kepada calon pcncrirlla hibah untuk

melengkapi pcrsyaratan;

c.Kcpala BPKAD ll■ cndisposisi pcrlnohonan kcpada Bendahara PPKD

untuk rnemproscs pcngttuan pencairan Hibah;dan

d.Adnlinistrasi yang disiapkan oleh Bcndahara PPKD berupa l

l.k、、ritansi;

2. fakta lntcgritas;

3.berita Acara Pcrnbttaran(BAP);

4.surat Pcrnyataan Bcrtanggung」 a、lrab lⅦutlak(SPTⅣI);dan

5.naskah Pettattian Hibah Dacrah(NPHD).

c.Dokumcn pcrn■ ohonan pcnyaluran di vcrifikasi Bidang Pcngclolaan

Keuangan;

f.Proscs Pencrbitan Surat Pcrintah Pcncairan Dana(SP2D)olch Bidang

Pcngclolaan Kcuangan,ditanda tangani oleh Bendahara Umum Dacrah

(BUD)atau Kuasa Bcndahara Umum Dacrah(KBUD);dan

g.Bank Transfer ke rekcning peneriina Hibah.

(2) Syarat― Syarat Pcnyaluran Hibah rneliputi:

a.surat pcrlnohonan/pernlintaan Dana dari Badan/Lembaga/ Organisasi

Kcmasyarakatan di tull」 ukan kcpada Bupati dcngan di tandatangani olch

Kctua disetu」 ui olCh Kepala Dcsa/Lurah scrta di kctahui oleh Camat;

b.rcncana Anggaran Bitta(RAB)bcrdasarkan Keputusan Bupati;

foto Copy SK Pengurus;

foto Copy KTP PengurLts (Ketua/Bendahara);

foto Copy Rekening Bank (Bank Kalteng);

foto Fisik (Bagi rehabilitasi pembangunan);

materai 6000 sebanyak 5 (1ima) lembar;

cap stempel pengurus;

menandatangani Fakta integritas;

menyarnpaikan LPj (Laporan Pertanggungiawaban) di sertai kwitansi,

nota pembelian dan stempel dari toko sesuai dengan RAB; dan

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yan.g ditandatangani

bersama oieh Bupati dan Penerima Hibah.

NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai :

a. pemberi dan Penerima Hibah;

b. tujuan Pemberi Hibah;

c. besaran/Rincian pengguna hibah yang akan diterima;

(3)

(4)
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(5)

d.hak,kcヽvaliban dan sanksi;

c.tata cara Pcnyaluran/Penyerahan Hibah;dan

f.tata cara Pclaporan Hibah.

Bupati lllcnetapkan daftar pcncrill■ a hibah bcscrta bcsaran uang atau jenis

barang atau jasa yang dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan

Peraturan Dacrah telntang APBD dan Pcraturan Kcpala Dacrah tcntang

Pen」 abaran APBD.

Penyaluran/pcnyCrahan hibah dari pcmcrintah dacrah kcpada pcncrirna

hibah dilakukan setclah pcnandatanganan NPHD.

Pcnyaluran hibah dalan■  bcntuk uang dilakukan dcngan mckanisme

pcmbttaran langsung(LS).

Pclaporan pcrtanggungiawaban nlcliputi:

a.Pencrirna hibah bcrtanggung jaⅥ rab sccara formal dan matcrial atas

pcnggunaan hibah yang diterilnanya;dan

b.Pertanggung」 a、～
raban pcnerilna hibah rncliputi:

1.laporan pcnggunaan Hibah;

2.surat pcrnyataan bcrtanggung jaぃ アab yang rncnyatakan bah、va hibah

yang di tcrima telah digunakan sesuai dengal■ NPHD;

3.bukti― bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan

Perundang― undallgan bagi pcneriina hibah bcrupa uang ata■ l salinan

bukti scrah tcriina barang/jaSa bagi pencrirna hibah bcrupa barang/

」asa;

4.laporan pertanggungiaヽ Vaban scbagairnana dirnaksud disampaikan

kcpada B■■pati paling lambat 3(tiga)bulan SCbelun■ tahun anggaran

bcrkcnaan bcrakhir;dan

5. perianggungjawaban sebagairnana dirnaksud disimpan dan di

pergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

(9) Dokumen keiengkapan SPJ Penerirna Hibah :

laporan penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ Hibah);

kwitansi ditanda tangani oleh Ketua dan bendahara serta penerima;

nota pembelian barang (Toko/Kios);

foto Fisik sebeium dan sesudah (Peruntukan rehabilitasi/pembangunan);

dan

e. cap/stempel.

(6)

(7)

(8)
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Bagian Keempat

Laporan Dan Pertanggungiawaban Serta Sanksi

Pasal L2

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah

kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

Penerima HiLrah berupa barang dan jasa menyampaikan laporan

penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Hibair berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD

dalam tahun anggaran berkenaan"

Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah

pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD

terkait.

Pasal LB

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;

c. naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang

diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah

terima barangljasa atas pemberian hitrah berupa barangijasa.

Pasal 14

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan

hibah yang diterimanya. Penerima Hibah yang tidak menyampaikan laporan

Pertanggungjawaban sesuai dengan waktu yang ditetapkan dikenakan Sanksi

mengembalikan Dana hibah yang diterima ke Kas Daerah dan Pemirerian Hibah

berikutnya dapat dihentikan.

BAB Ⅳ
BANTUAN SOSIAL

BttJほn Kesatll

Umum
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(2)

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat rnemberikan bantuan sosial kepada

anggotaf kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan seteiah

memprioritaskan pemenuhan beianja urusan wajib dan urLlsan pilihan

memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk

masyarakat.

Pasal 16

Anggota/ke10mpOk masyarakat sebagairnana dilnaksud dalam Pasal 15 ayat(1)

Ileliputi:

a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalan■i keadaan yang

tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial,ckononli,politik,bencana atau

fenomena alam agar dapat mcmcnuhi kcbutuhan hidup ininiinun■ ;

b. Lcmbaga non perl■ crintahan di bidang pendidikan, keagamaan dan bidang

lain yang bcrpcran untuk rnelindungi individu, kelompok dan masyarakat

dari kclnungkinan tcttadinya resiko sosial.

Pasal 17

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

memenuhi kriteria paling sedikit :

a. Selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

dan

d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diartikan bahrna

bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan

untuk meiindungi dari kemungkinan risiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi :

a. memiliki identitas yang jelas; dan

b. berdt-rmisili dalam wilayah Pemerintahan KaLrupaten Barito Timur.

狩ム 賦 轟、籍
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(5)

(4) Kriteria bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus

diberikan setiap Tahun Anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun

Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :

a. rehabilitasi sosial;

b. periindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;

e. penanggulangankemiskinan; atau

f. penanggulangan bencana.

Pasal 18

Rehabilitasi sosial sebagaiinana diinaksud dalarn pasal 17句 rat(6)huruf a

ditun」ukan  untuk  lncmulihkan  dan  mcngcmbangkan  kcmampuan

sescorang yang lnengalanli disfungsi sosial agar dapat rnelaksanakan fungsi

sosialnya secara wttar.

Pcrlindungan sosial scbagailnana dilnaksud dalarn pasal 17町 at(6)huruf b

ditttukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan

kcrcntanan  sosial  scscorang,  kcluarga,  kclompok  masyarakat  agar

kclangsungan hidupnya dapat dipcnuhi scsuai dengan kebutuhan dasar

nlinirnal.

Pcmbcrdayaan sosial scbagailnana dilnaksud dalam pasal 17響at(6)huruf

c dituttukan untuk inettadikan scscorang atau kclompok inasyarakat yang

mcngalarni masalah sosial lrnempunyai daya, schingga marnpu memenuhi

kcbutuhan dasarnya.

」an■inan sosial scbagailnana dirnaksud dalarrl pasal 17 可 at(6)huruf d

merupakan skema yang melembaga untuk mcn」 arnin pencrirna bantuan

agar dapatrnemenuhi kcbutuhan dasar hidupnya yang l勢rak.

(6)

１
■

(2)

(3)

(4)

PAttAF



(5) Penangguiangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan

terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai

atau mernpunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi

kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaiman dimaksud dalam pasal 17 ayat (6)

huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditunjukan untuk rehabilitasi.

Pasal 19

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima secara

langsung oleh penerima bantuan sosial;

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah uang

yang diberikan secara Non Tunai kepada penerima seperti beasiswa bagi

anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat

lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putraiputri

pahlawan yang tidak mampu.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalair

barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan

kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa, swasta dan masyarakat

tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan

makan/pakaian kepada yatim pia'r,u/tuna sosial, ternak bagi kelompok

masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 2O

Pelaksanaan anggaran bantuan sosiai berupa uang berdasarkan atas DPA-

PPKD pada BPKAD Kabupaten Barito Timur.

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas

DPA-SKPD terkait.

Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Bantuan sosiai berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

RKA-PPKD dan rka-skpd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

menjadi dasar penganggaran bantuan social dalam APBD sesuai Peraturan

Perundang-undangan.

(3)

(6)

(2)
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Pasal 21

(1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial

dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

{2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima

bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyaluran bantuan sosial berupa Lrang dengan cara pembayaran langsung
/T d\(r,Dr.

(4) Bantuan sosial berupa uang sampai dengan Rp 5.00O.OO0,- (lima juta

rupiah) penyaluraflnya tetap dilakukan melalui tnekanisme LS dengan

transaksi Non Tunai.

(5) Penyaluran dana bantuan sosial sebagaimatra dimaksud pada ayat {4)

dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal22

(1) Mekanisme penyaiuran Bantuan Sosial melalui tahapan sebagai berikut :

a. Pemohon mengajukan Permohonan Pencairan bantuan sosial kepada

Bupati sesuai dengan hasil tim verifikasi pada Bagian Kesra Sekretariat

Daerah Kabupaten Barito Timur;

b. Kepala BPKAD meneliti kelengkapan

kekurangan datr meminta kepada calon

melengkapi persyaratan ;

c. Kepala BPKAD mendisposisi permohonan kepada Bendahara PPKD

untuk memproses pengajuan pencairan bantuan sosial; dan

d. Administrasi yang disiapkan oleh Bendahara PPKD berupa :

1. Krnitansi;

2. Fakta Integritas;

3. Berita Acara Pembayaran (BAP); dan

4. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Mutlak (SmM);

e. Dokumen permohonan penyaluran di verifikasi Bidang Pengelolaan

Keuangan;

penyaluran, jika masih ada

penerima bantuan sosial uutuk
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f.Proscs Pcncrbitan Surat Pcrintah Pcncairan Dana(SP2D)olch Bidang

Pcngelolaan Keuallgan, ditanda tangani olch Bcndahara Umum Daerah

(BUD)atau Kuasa Bcndahara Umum Dacrah(KBUD);dan

g.Bank Transfcr ke rckening pcncrilna bantuan sosial.

(2) Syarat― Syarat Pcnyaluran bantuan sosial mclipl■ ti:

a.surat pcrJ■ ohonal1/pCr■ lintaan dana dari Badan/Lcmbaga/ Organisasi

Kemasyarakatan/Orang Pribadi/hllaSyarakat di t可 ukan kepada Bupati

dengan  di  tandatangani  olch  Kctua  Pcngtlrus/orang  pribadi

bersangkutan disetu」 ui olch Kcpala Dcsa/Lurah serta di ketahui olch

Cal■lat;

b.rcncana Anggaran Bi[り ra(RAB)berdasarkan Keputusan Bupati;

c.foto  Copy  SK  Pcngurus  untuk  pencrima  bantuan  sosial  dari

Badan/Lcmbaga/Organisasi Kemasyarakatan;

d.foto Copy KTP Orang Pribadi/PCngurus (Kctua/Bendahara untuk

pcnerirna  bantuan   sosial  dari  Badan/Lcmbaga/   Organisasi

Kemasyarakatan);

foto Copy Rekening Bank (Bank Kalteng);

foto Fisik (Bagi rehabilitasi pembangunan);

materai 6000 sebanyak 5 (lima) lembar;

cap stempel pengurus untuk peneritrra bantuan

Badan I Lembagal Organisasi Kemasyarakatan ;

i.mcnandatangani Fakta integritas;

j.mcnyampaikan L巧  (Laporan Pcrtangguntta、Vaban)di scrtai k恥′itansi,

nota pembelian dan stempel dari toko scsuai dengan RAB.

Bupati lnenetapkan daftar pcncriina bantuan sosial bcscrta besaran uang

atau  jcnis  barang  ditctapkall  dengan  kcputusan  BLlpati  yang

pcnyaluran/pcnyCrahan bantuan sosial.

Pcnyaluran bantuan  sosial dalarn bentuk uang dilakukan  dengaII

mckanisme pcmbayaran langsung(LS).

Pelaporan pcrtanggunttawaban incliputi t

a.Pcncrilna bantuan sosial bertanggung jaⅥ′ab sccara forrnal dan matcrial

atas pcngg■lnaan hibah yang ditcFilnanya;

b.Pcrtanggung」 a、、′aban pencrilna bantuan sosial meliputi:

1.laporall pcnggunaan Hibah;

2.surat pcrnyataan bcrtanggung jawab yang mcnyatakan bah、 va

bantuan sosial yang di tcrirla tclah digurlakan scsuai dengall

pcrrllohonan;

ｃ
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3.bukti― bukti pengeluaran yang icngkap dan sah sesuai dengan

Perundang― undangan bagi pcncrilna hibah bcrupa uang atau salinan

bukti scrah terirna barang/jaSa bagi pencrilna hibah bcrupa barang/

JaSa;

4.laporan pcrtanggungiaWaban scbagailnana dirnaksud disampaikan

kcpada Bupati paling lambat 3 (tiga)bulan di Tahun Anggaran

BCttalan;dan

5.pcrtanggungia、 Vaban  sebagailnana  dirl■aksud  disilnpan  dan  di

pcrgunakan oleh pene五 ma bantuan sosial selaku o可 ck pemcriksaan.

(6)Doktlmcn kelengkapan SPJ Pcncrifl■ a bantuan sosial dapat bcl‐ upa:

a. laporan penyampaian surat pcrtangguntta、 アaban (SPJ Bantuan

Sosial);

kwitansi ditanda tangani oleh Ketua dan bendahara serta penerima;

nota pembeiian barang (Toko/Kios);

foto Fisik sebelum dan sesudah (peruntukan

rehabilitasi/pembangunan); dan

e. cap/stempel.

Bagian Keempat
Laporan Dan Pertaaggungiawaban Serta Sanksi

Pasal 23

Penerima bantuan sosial berupa uang dapat menyampaikan penggunaan

bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur dengan tembusan kepada SKPD

terkait.

Bantuan sosial berupa Lrarang menyampaikan laporan penggunaan bantuan

sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada Badarr

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 24

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial

meliputi :

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau

Surat Keterangan dari Pejabat yang berrn enang kepada Bupati;

b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan
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